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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Be$rdasarkan hasil pe$ne$litian dan pe$mbahasan me$nge$nai pe$ngawasan 

Pe$me$rintah Dae$rah dalam siste$m zonasi Pe$ne$rimaan Pe$se$rta Didik Baru$ (PPDB) di 

SMA Ne$ge$ri Kabu$pate$n Bu$ngo, maka dapat diambil be$be$rapa ke$simpu$lan se$bagai 

be$riku$t: 

1. Me$kanisme$ pe$ngawasan yang dilaku$kan ole$h Pe$me$rintah Dae$rah, 

khu$su$snya Dinas Pe$ndidikan Provinsi Jambi, te$rhadap pe$laksanaan siste$m 

zonasi Pe$ne$rimaan Pe$se$rta Didik Baru$ (PPDB) di SMA Ne$ge$ri Kabu$pate$n 

Bu$ngo dilakukan melalui pembentukan panitia PPDB, pemantauan proses 

pendaftaran, serta penyusunan laporan evaluatif. Tetapi pada 

pelaksanaannya masih ditemukan siswa yang tidak sesuai zonasi yang 

sudah ditetapkan oleh pemerintah Daerah. Pada SMA Negeri 1 Bungo 

masih ditemukan 22 siswa yang berada diluar zonasi, SMA Negeri 2 

Bungo ditemukan 15 siswa,SMA Negeri Bungo 4 tidak ditemukan tetapi 

kekurangan peserta didik hanya diisi oleh 83 siswa,SMA Negeri 12 

Bungo ditemukan 9 siswa, dan SMA 14 tidak ditemukan tetapi 

kekurangan peserta didik hanya diisi 20 siswa. 

2. Bentuk pengawasan pemerintah Daerah terhadap SMA Negeri Kabupaten 

Bungo yang menerima siswa diluar zonasi adalah bentuk pengawasan 
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represif yaitu sanksi administrasi teguran se$cara be$rtahap. Sanksi te$rse$bu$t 

dimu$lai dari te$gu$ran pe$rtama yang ditu$ju$kan ke$pada ke$pala se$kolah 

masing-masing. Jika tidak ada pe$ru$bahan signifikan, maka akan 

dilanju$tkan de$ngan te$gu$ran ke$du$a dan ke$tiga. Demikian, Dinas 

Pendidikan Provinsi Jambi belum merealisasikan pemberian sanksi 

administratif terhadap SMA Negeri di Kabupaten Bungo yang terbukti 

menerima siswa di luar zonasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah 

Daerah. Meskipun pelanggaran terhadap ketentuan zonasi merupakan 

bentuk pelanggaran administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Gubernur Nomor 10 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 

2017, hingga saat ini belum ada sanksi administrasi yang diberikan oleh 

Dinas Pendidikan terhadap SMA Negeri Kabupaten Bungo yang 

menerima siswa diluar zonasi. 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa 

saran sebagai berikut : 

1. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi perlu memperkuat pengawasan secara 

berkala terhadap pelaksanaan sistem zonasi PPDB di SMA Negeri 

Kabupaten Bungo. Pengawasan tersebut harus mencakup tahapan 

perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, serta melibatkan audit 
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administratif dan faktual ke lapangan. Selain itu, dibutuhkan sistem 

pelaporan yang transparan dari sekolah kepada dinas dan mekanisme 

umpan balik dari masyarakat. Pendekatan ini penting untuk memastikan 

bahwa semua tahapan PPDB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam 

Pergub Jambi No. 10 Tahun 2021 serta asas objektivitas, transparansi, dan 

akuntabilitas. 

2. Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, perlu 

merealisasikan secara nyata pemberian sanksi administratif terhadap 

sekolah yang terbukti menerima siswa di luar zonasi tanpa dasar yang sah. 

Teguran bertahap sebagaimana diatur dalam kebijakan harus benar-benar 

diberlakukan secara konsisten mulai dari teguran pertama hingga tahap 

ketiga. Selain memberikan efek jera, penegakan sanksi juga akan 

menguatkan integritas sistem zonasi sebagai kebijakan afirmatif untuk 

pemerataan akses pendidikan. Ketidaktegasan dalam memberikan sanksi 

hanya akan membuka celah bagi praktik-praktik pelanggaran serupa di 

masa mendatang dan mencederai prinsip keadilan pendidikan. 

U$ntu$k pe$ne$litian se$lanju$tnya, diharapkan dapat me$ngkaji e$fe$ktivitas siste $m 

zonasi tidak hanya dari sisi pe$ngawasan pe$me$rintah, te$tapi disarankan untuk 

memperluas objek penelitian, misalnya pada jenjang pendidikan yang berbeda (SMP 

atau SMK) atau di kabupaten/kota lain, serta melakukan kajian evaluatif terhadap 

efektivitas sanksi yang telah diberikan oleh Dinas Pendidikan. 
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